
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
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TENTANG

PERSETUJUAN PE,MBUKAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK PADA
U{IVERSITAS ISLAM NE,GERI (UTN) SLINAN GLINLING DJATI BANDLING

TAHTIN 2012

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan

meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, perlu

pengemb angan kelemb agaan;

b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi

Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam

melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama

Islam;
c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas

perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

telah melakukan pengkajian terhadap usulan Pembukaan Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung

Djati Bandung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu

menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang

persetujuan pembukaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 200I Nomor II2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a430);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l5J,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor a586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan

Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Mengingat



o.

7.

2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a769);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4897);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Ne gara;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Agama Nomor l0 Tahun 2010 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agama;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2321U12000 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian
Hasil Belaj ar Mahasiswa;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2341U12000 tentang
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sar.lana
dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama
Islam.

Hasil Presentasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada hari Selasa,
11 Mei 2010;

Surat Jawaban Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 32901D2.212008 Tanggal 11

Desember 2008.
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